
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Beragamnya motivasi calon anggota legislatif perempuan yang 

mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, ini menandakan banyaknya 

permasalahan yang ada pada perempuan  itu sendiri, banyaknya aspirasi 

perempuan yang tidak terjamah oleh pemerintah membuat mereka 

berinisiatif untuk ikut pemilu legislatif, pesta demokrasi ini diharapkan 

bisa mewakili suara mereka,  ditambah lagi sesuai dengan Undang-

Undang Pemilu No. 12 tahun 2003, yang disebutkan dalam pasal 65 ayat 

(1) dan (2). Yang dikenal dengan sebutan “kouta 30%” untuk perempuan, 

membuat perempuan berbondong-bondong untuk mencalon menjadi 

anggota dewan, namun tidak bisa dipungkiri dengan adanya Undang-

Undang tersebut efektivitas dalam perekrutan oleh partai politik menjadi 

tidak efisein, karena banyaknya calon anggota legislatif yang hanya jadi 

pelengkap saja, tanpa adanya kegiatan politik yang ia lakukan. 

2. Faktor pendorong seseorang untuk mencalonkan diri juga sangat menarik 

untuk di amati, ketika seseorang berani mencalonkan diri, berarti ia telah 

siap dengan apa-apa resiko yang akan di hadapi. 

 Beberapa faktor pendorong yang membuat seseorang berani mencalonkan 

diri menjadi anggota legislatif : 



a. Partai politik, perannya sangat penting, karena tanpa adanya validitasi dari 

partai, maka seseorang tidak bisa mencalonkan diri. 

b. Dana yang memadai, tanpa adanya uang yang cukup seseorang akan sulit 

untuk bersosialisasi, kebanyakan partai hanya membantu untuk bahan 

logistik saja. 

c. Keluarga, tanpa restu suami dan anak-anak tentu sulit seseorang dengan 

leluasa menyibukkan dirinya dalam dunia perpolitikan, karena ada hak 

yang harus dibayar dan ada kewajiban yang harus ditunaikan sebagai 

perempuan.. 

Dalam masyarakat dan perpolitikan kita, masih banyak orang yang melarang 

dan tidak membolehkan kaum perempuan untuk menjadi anggota DPRD, dan untuk 

mendukung pendapatnya dengan alasan bahwa posisi anggota DPRD itu adalah kaum 

lelaki. Sementara kaum perempuan tidak boleh mendudukinya. Bahkan dengan 

penafsiran tekstualnya, banyak orang menegaskan bahwa kaum lelaki adalah 

pemimpin kaum wanita. 

Pendapat-pendapat seperti ini jelas merupakan pendapat yang keliru, karena 

jumlah perempuan yang duduk di anggota legislatif sangatlah terbatas, bahkan 

didominasi oleh kaum lelaki, jadi tidaklah beralasan kalau kita katakan bahwa 

duduknya perempuan anggota legislatif akan menjadikan perempuan sebagai 

pemimpin kaum lelaki. 

 

 

 

 

 



B. SARAN  

1. Setiap partai politik seyogyanya menghadirkan sistem baru untuk 

menyeleksi kandidat dan mekanisme-mekanisme pengambilan kebijakan 

yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik karena untuk 

pemilu yang akan datang sistem kouta 30% akan dihapuskan. 

2. Perlu dikembangkan jaringan-jaringan kerja yang saling mendukung, yang 

dapat dijadikan basis kolaborasi kaum perempuan yang ada di kabupaten 

Banjar, yang dapat menyuarakan akan pentingnya pengakuan peranan 

perempuan di arena politik. 
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